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Abstract:		
Digital	 transformation	 in	 public	 administration	 is	 a	 response	 to	 public	
demands	 for	 faster,	more	 efBicient,	 and	 transparent	 services.	This	 study	
aims	to	analyze	the	role	of	digital	public	administration	in	improving	the	
effectiveness	of	publicservices	in	Indonesia.	Using	a	qualitative	descriptive	
approach	 through	 literature	 review,	 the	 Bindings	 show	 that	 the	
implementation	 of	 e-government	 systems	 positively	 impacts	 service	
efBiciency	and	accountability.	However,	issues	such	as	infrastructure	gaps,	
digital	 literacy,	 and	organizational	 resistance	 remain	 key	 challenges	 to	
address	
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Abstract:	Transformasi	 digital	 dalam	 administrasi	 publik	merupakan	
salah	satu	respons	terhadap	tuntutan	masyarakat	atas	pelayanan	yang	
lebih	 cepat,	 eHisien,	 dan	 transparan.	 Penelitian	 ini	 bertujuan	
menganalisis	 peran	 digitalisasi	 administrasi	 publik	 dalam	
meningkatkan	 efektivitas	 pelayanan	 publik	 di	 Indonesia.	 Studi	 ini	
menggunakan	 pendekatan	 kualitatif	 deskriptif	 dengan	 metode	 studi	
pustaka.	 Hasil	 kajian	 menunjukkan	 bahwa	 penerapan	 administrasi	
publik	 digital,	 seperti	 sistem	 e-government	 dan	 digitalisasi	 birokrasi,	
berdampak	 positif	 terhadap	 peningkatan	 eHisiensi	 dan	 akuntabilitas	
layanan.	Namun	demikian,	tantangan	seperti	ketimpangan	infrastruktur	
digital,	 literasi	 teknologi	 aparatur,	 dan	 resistensi	 organisasi	 masih	
menjadi	hambatan	yang	harus	diatasi.	
	

	
Pendahuluan	

	 Perkembangan	teknologi	informasi	dan	komunikasi	telah	mengubah	cara	negara	

dalam	 memberikan	 pelayanan	 publik	 kepada	 masyarakat.	 Konsepadministrasi	 publik	

digital	 atau	 digital	 public	 administration	 muncul	 sebagai	 pendekatan	 modern	 untuk	

mentransformasi	 sistem	 birokrasi	 yang	 sebelumnya	 konvensional	 menjadi	 lebih	

responsif,	 eHisien,	dan	partisipatif.	Digitalisasi	 ini	diwujudkan	melalui	berbagai	 inovasi	

seperti	 e-government,	 digital	 service	delivery,	dan	penggunaan	platform	daring	dalam	

pelayanan	publik	(Diana,	2024).	Administrasi	publik	digital	menjadi	bagian	dari	agenda	

reformasi	birokrasi	di	Indonesia,	terutama	sejak	diberlakukannya	Instruksi	Presiden	No.	
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3	 Tahun2003	 tentang	 Kebijakan	 dan	 Strategi	 Nasional	 Pengembangan	 e-Government.	

Seiring	 waktu,	 pemerintah	 pusat	 hingga	 daerah	 mulai	 mengadopsi	 teknologi	 digital	

dalamproses	 administrasi,	mulai	 dari	 layanan	 kependudukan,	 perizinan	 usaha,	 hingga	

layanan	 pengaduan	 masyarakat.	 Menurut	 Tauhid	 et	 al	 (2024),	 penerapan	 inovasi	

teknologi	 dalam	 administrasi	 publik	 dapat	 mempercepat	 proses	 pelayanan,	

meningkatkan	 transparansi,	 serta	 memperluas	 akses	 masyarakat	 terhadap	 informasi	

pemerintahan.		

Namun,	 di	 tengah	 kemajuan	 tersebut,	 implementasi	 administrasi	 publik	 digital	

juga	menghadapi	berbagai	hambatan.	Studi	Gartika	dan	Widiyanto	(2024)	menunjukkan	

bahwa	di	 beberapa	wilayah,	 keberhasilan	 implementasi	 digitalisasi	 sangat	bergantung	

pada	kesiapan	sumber	daya	manusia,	infrastruktur	teknologi,	serta	komitmen	pimpinan	

daerah	dalam	mengawal	proses	transformasi.	Kesenjangan	digital	(digital	divide)	antara	

daerah	maju	dan	tertinggal	juga	menjadi	isu	penting	yang	memengaruhi	keadilan	akses	

terhadap	layanan	digital	(Prayitno,	2023).	

Sebagai	bagian	dari	proses	reformasi	birokrasi,	 transformasi	digital	tidak	hanya	

menyangkut	 perubahan	 teknologi,	 tetapi	 juga	 mencerminkan	 perubahan	 budaya	

organisasi	dan	pola	pikir	dalam	administrasi	pemerintahan.	Oleh	karena	itu,	penelitian	

ini	 penting	 untuk	 menganalisis	 bagaimana	 digitalisasi	 dalam	 administrasi	 publik	

berkontribusi	terhadap	peningkatan	efektivitas	pelayanan	publik,	serta	mengidentiHikasi	

tantangan-tantangan	yang	muncul	dalam	proses	tersebut.		

Berdasarkan	 hal	 tersebut	 rumusan	 masalah	 dalam	 penelitian	 ini	 diantaranya	

1)Bagaimana	transformasi	administrasi	publik	digital	berkontribusi	terhadap	efektivitas	

pelayanan	 publik	 di	 Indonesia?	 2)Apa	 saja	 faktor	 yang	 memengaruhi	 keberhasilan	

implementasi	administrasi	publik	digital?	3)Tantangan	apa	yang	paling	signiHikan	dalam	

proses	digitalisasi	pelayanan	publik?.		

Adapun	 penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	 mendeskripsikan	 dampak	 administrasi	

publik	digital	 terhadap	efektivitas	 layanan	publik,	menganalisis	 faktor	pendukung	dan	

penghambat	 digitalisasi	 dalam	 birokrasi,	memberikan	 rekomendasi	 strategi	 kebijakan	

dalam	pengembangan	administrasi	publik	digital	yang	inklusif	dan	berkelanjutan.	Secara	

akademis,	penelitian	ini	diharapkan	dapat	memperkaya	literature	tentang	transformasi	
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digital	dalam	administrasi	publik.	Secara	praktis,	hasil	studi	 ini	dapat	menjadi	rujukan	

bagi	 pemerintah	 dalam	 merancang	 strategi	 digitalisasi	 pelayanan	 yang	 lebih	 adaptif	

terhadap	kebutuhan	masyarakat.	

	

Tinjauan	Literatur	

Digitalisasi	dan	Kebijakan	Publik		

Digitalisasi	memberi	dampak	signiHikan	terhadap	siklus	kebijakan	publik:	mulai	

dari	 agenda	 setting,	 formulasi,	 hingga	 evaluasi.	Melalui	 platforme-consultation,	warga	

dapat	 memberikan	 masukan	 secara	 langsung	 dan	 sistematis—menumbuhkan	 budaya	

partisipasi	publik	berbasis	teknologi.	Puteri	(2024)	menegaskan,	“e-	budgeting	enhances	

transparency	 by	 digitizing	 budget	 processes	 and	 ensuringreal-	 time	 data	 integration”	

Selain	 itu,	 portal	 Open	 Government	 memperluas	 akses	 publik	 terhadap	 dokumen	

kebijakan	 dan	 informasi	 anggaran,	 memperkaya	 tata	 kelola.	 Sistemini	 menciptakan	

ekosistem	 kebijakan	 yang	 lebih	 kolaboratif	 antara	 pemerintah	 dan	 masyarakat,	 yang	

sebelumnya	terbatas	oleh	ruang	Hisik	dan	birokrasi	konvensional.		

Digitalisasi	dalam	Birokrasi	Publik		

Dengan	transformasi	menuju	e-administration,	pengarsipan	dan	tramisi	dokumen	

manual	bergeser	ke	sistem	elektronik	terpusat.	Hasilnya	adalah	peningkatan	kecepatan	

dan	 akurasi	 proses	 administratif.	 Program	 M-Paspor	 memperlihatkan	 perubahan	

signiHikan—proses	permohonan	paspor	yang	sebelumnya	memakan	waktu	hari	menjadi	

bisa	selesai	dalam	hitungan	 jammelalui	platform	digital.	Namun	temuan	dari	Sepriano	

(2023)	menyoroti	bahwa	adopsi	ini	masih	terkendala	oleh	keterbatasan	literasi	digital	di	

kalangan	aparatur	sertainfrastruktur	IT	yang	tidak	merata	di	semua	instansi	publik.		

Lebih	 dalam	 lagi,	 birokrasi	 digital	 mengarahkan	 pemerintah	 pada	 pendekatan	

manajemen	berbasis	data.	Penumpukan	informasi	dalam	data	base	sentral	memudahkan	

pengambilan	kebijakan	berdasarkan	fakta,	bukan	semata	intuisi,	sehingga	meningkatkan	

kualitas	keputusan	publik.		

Digitalisasi	dalam	Manajemen	Publik		

Manajemen	publik	modern	menyertakan	mekanisme	digital	dalamtigafaseutama:	

perencanaan	 program,	 pelaksanaan,	 dan	 evaluasi.	 Tauhid	 et	 al	 (2024)	 meneliti	
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implementasi	digitalisasi	dalam	Perencanaan	Pembangunan	di	Kabupaten	 Jember,	dan	

menemukan	bahwa	sistem	berbasis	cloud	mampu	mempercepat	proses	koordinasi	lintas	

OPD	 serta	menghadirkan	 laporan	 otomatis	 untuk	 publik	 dan	 pemangku	 kepentingan.	

Aprilina	 et	 al	 (2025)	 menjelaskan	 bahwa	 pemanfaatan	 big	 data	 serta	 algoritma	 AI	

memungkinkan	monitoring	 real-time	 terhadap	 progres	 implementasi	 program	namun	

suksesnya	teknologi	ini	sangat	bergantung	pada	arsitektur	kebijakan	lintas	sektoral	agar	

inklusif	dan	adil.	

Digitalisasi	dalam	Kepemimpinan		

Kepemimpinan	 digital	 mengkombinasikan	 visioning	 digital	 denganeksekusi	

praktis	 berbasis	 teknologi.	 Prayitno	 (2023)	menyatakan	 bahwa	 tanpa	 pimpinan	 yang	

percaya	 teknologi,	 transformasi	 birokrasi	 digital	 gagal	 berakar:	 “aku	pemimpin	digital	

mendorong	 kompetensi	 TI	 serta	 mengubah	 kultur	 birokrasi	 menjadi	 lebih	 adaptif	

daninovatif”.		

Studi	di	Bali	(Sosial	et	al.,	2025)	memperkuat	hal	ini	dengan	menemukankorelasi	

positif	 antara	 komitmen	 pimpinan	 daerah	 terhadap	 penggunaan	 dashboard	 layanan	

digital	dan	tercapainya	peningkatan	skor	Indeks	e-Government.		

Digitalisasi	dalam	Pelayanan	Publik		

Transformasi	 digital	 pelayanan	 publik	 melahirkan	 solusi	 seperti	 sistemportal	

terpadu,	 chatbot	 layanan,	 dan	 aplikasi	mobile	 untuk	pengaduan.	Aprilina	 et	 al	 (2025)	

menunjukkan	 bahwa	 adopsi	 pengaduan	 online	 mempersingkat	 waktu	 respon	 hingga	

50%,	 meminimalkan	 birokrasi,	 dan	 meningkatkan	 transparansi	 dengan	 menyediakan	

pelacakan	progres	aduan	secara	real-time.	Aplikasi	JAKI	di	DKI	Jakarta	dievaluasi	melalui	

metode	 E-GovQual,	 yang	 menghasilkan	 rekomendasi	 perbaikan	 menyeluruh	 pada	

tampilan	antar	muka,	kelengkapan	Hitur,	dan	update	konten.	Pendekatan	ini	menandakan	

kemajuan	pelayanan	publik	digital	yang	fokus	pada	pengguna	(user-centric).		

Digitalisasi	dalam	Administrasi	Kepegawaian		

Digitalisasi	 HRM	 birokrasi	 mencakup	 e-recruitment,	 e-training,	 dan	 system	

informasi	 kinerja	 berbasis	 proHil	 digital	 pegawai.	 Diana	 (2024)	 mencatat	 eHisiensi	

signiHikan	 dalam	 proses	 administrasi	 kepegawaian,	 diantaranya	 penyempurnaandata	

pegawai	dan	akurasi	sistem	gaji	otomatis.		
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Namun,	forum	diskusi	online	menunjukkan	bahwa	integritas	dan	keamanansistem	

ini	 belum	 optimal:	 masih	 banyak	 unit	 pemerintahan	 yang	 belummenerapkanproteksi	

data	internal,	serta	kesenjangan	kompetensi	TI	ASN	terus	menghambatpengembangan	e-

HRM.		

Digitalisasi	dan	Kinerja		

Kehadiran	 dashboard	 kinerja	 instansi	 memungkinkan	 monitoring	 indicator	

layanan:	kecepatan,	jumlah	layanan	tuntas,	dan	kepuasan	warga	real-time.	Susilawati	et	

al	 (2024)	 melaporkan	 peningkatan	 skor	 kinerja	 instansi	 hingga	 20%di	 daerahyang	

menerapkan	sistem	digital	monitoring	berkala.	Afdila	&	Adnan	(2023)	juga	mendukung,	

bahwa	kecepatan	 alur	 layanan	meningkat	 dan	 akuntabilitas	menjadi	 lebih	 transparan,	

mendorong	terciptanya	birokrasi	yang	responsif	terhadap	masyarakat.		

Digitalisasi	dan	Etika	Administrasi	Publik		

Era	digital	memberikan	tantangan	baru	dalam	hal	privasi	data,	integritas	sistem,	

dan	 bias	 dalam	 algoritma.	 Puteri	 (2024)	mengingatkan	 fenomena	 automation	 bias,	 di	

mana	 pejabat	 cenderung	 memahami	 keputusan	 otomatis	 tanpa	 memveriHikasi	 logika	

algoritma,	sehingga	mengurangi	kontrol	manusia	atashasil	kebijakan.	Beno	et	al	(2022)	

menyoroti	urgensi	peraturan	perlindungan	data	pribadi	(PDP)dan	layer	keamanan	siber	

sebagai	fondasi	etika	digital	publik.	Penerapan	standar	ISO	27001	dan	pelibatan	auditor	

TI	 publik	 bisa	 menjadi	 langkah	 awal	 menjaga	 kepercayaan	 publik	 terhadap	 sistem	

elektronik	birokrasi.	

	 	

Metode	Penelitian	

Penelitian	 ini	 menggunakan	 pendekatan	 kualitatif	 deskriptif	 berbasisstudi	

pustaka	 (library	 research).	Metode	 ini	dipilih	untuk	mengeksplorasi	 secara	mendalam	

peran	 digitalisasi	 dalam	 administrasi	 publik,	 khususnya	 pada	 delapan	 aspek	 utama:	

kebijakan	 publik,	 birokrasi,	 manajemen,	 kepemimpinan,	 pelayanan,	 kepegawaian,	

kinerja,	dan	etika.		

Data	 dikumpulkan	 melalui	 penelusuran	 artikel	 ilmiah,	 jurnal	 akademik,	 dan	

dokumen	kebijakan	yang	relevan,	diterbitkan	antara	tahun2019	hingga	2025,	dan	diakses	

melalui	Google	Scholar,	DOAJ,	Portal	Garuda,	serta	ResearchGate	(Susilawati	et	al.,	2024)		
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Seluruh	sumber	yang	digunakan	adalah	artikel	open	access	yang	dapat	diunduh	

dalam	 format	 PDF	 dan	 dikelola	 menggunakan	 aplikasi	 reference	 manager	 seperti	

Mendeley.	 Beberapa	 sumber	 utama	 antara	 lain	 artikel	 Puteri	 (2024)	 Diana	 (2024)	

Aprilina	et	al	(2025)	yang	membahas	reformasi	kebijakan	Hiskal,	transformasi	birokrasi,	

serta	 tantangan	 etika	 digital	 dalam	 pelayanan	 publik.	 Analisis	 data	 dilakukan	 dengan	

pendekatan	 content	 analysis	 secara	 tematik,	 yaitu	 mengelompokkan	 informasi	

berdasarkan	tema,	menyajikannya	dalam	narasi,	 lalu	menyusun	kesimpulan	untuk	tiap	

aspek	 administrasi	 publik.	 Validitas	 data	 dijaga	 melalui	 triangulasi	 sumber	 dan	 uji	

konsistensi	interpretasi	bersama	pembimbing.	

	

Hasil	Penelitian	

Bagian	 ini	menyajikan	 temuan	 utama	 dari	 studi	 pustaka	 yang	 telah	 dilakukan.	

Seluruh	 temuan	 disusun	 secara	 sistematis	 berdasarkan	 tema	 peran	 digitalisasi	 dalam	

delapan	aspek	administrasi	publik.	Penyajian	difokuskan	pada	bentuknarasi	informatif,	

tabel,	dan	gambar,	tanpa	interpretasi	maupun	analisis	lanjutan.	

Digitalisasi	dalam	Kebijakan	Publik	

Temuan	 menunjukkan	 bahwa	 digitalisasi	 dalam	 kebijakan	 publik	

diimplementasikan	 melalui	 penggunaan	 sistem	 elektronik	 yang	 memungkinkan	

partisipasi	 masyarakat	 dan	 transparansi	 dalam	 proses	 penyusunan	 kebijakan.	 Tiga	

platform	 utama	 yang	 sering	 digunakan	 adalah	 e-budgeting,	 e-planning,	 dan	 e-	

consultation.	 E-budgeting	 memfasilitasi	 transparansi	 Hiskal	 dengan	 menyajikan	 data	

pengeluaran	 dan	 perencanaan	 anggaran	 secara	 terbuka	 kepada	 masyarakat.	 Melalui	

sistem	ini,	publik	dapat	melihat	rincian	anggaran	dan	memantau	realisasi	belanja	daerah.	

Sementara	itu,	e-planning	berfungsi	sebagai	wadah	penyusunan	rencana	pembangunan	

berbasis	partisipasi.	Dalam	sistem	ini,	masyarakat	bisa	mengusulkan	program	prioritas	

secara	 daring	 tanpa	 harus	 hadir	 langsung	 di	 forum	 musyawarah.	 Sedangkan	 e-

consultation	 memungkinkan	 masyarakat	 memberikan	 masukan	 terhadap	 rancangan	

peraturan	 atau	 kebijakan	 daerah	melalui	 system	 yang	 disediakan	 pemerintah.	 Hal	 ini	

memperluas	 jangkauan	 aspirasi	 publik,	 terutama	 bagi	 warga	 yang	 selama	 ini	 sulit	

menjangkau	proses	kebijakan	secara	langsung.	Secara	umum,	penggunaan	sistem	digital	
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pada	 tahap	 perencanaan	 dan	 formulasi	 kebijakan	 memperpendek	 rantai	 komunikasi	

antara	pemerintah	dan	masyarakat.	Digitalisasi	juga	memperkuat	transparansi,	eHisiensi	

waktu,	 dan	 akuntabilitas	 karena	 seluruh	 proses	 terekam	 secara	 sistematis	 dan	

terdokumentasi	dalam	sistem.	

	

Tabel	1.	Inovasi	Digital	dalam	Proses	Kebijakan	Publik	

Jenis	Inovasi	 Tujuan	Utama	 Contoh	Implementasi	

e-Budgeting	 Transparansi	

alokasi	anggaran	

Provinsi	A:	portal	publik	anggaran	

e-Planning	 Pelibatan	warga	

dalam	penyusunan	

rencana	

Kabupaten	B:	forum	online	

perencanaan	

e-Consultation	 Aspirasi	publik	

lewat	digital	

Kota	C:	e-saran	kebijakan	layar	kota	

	

Source:	Hasil	telaah	peneliti,	2025	

	

Digitalisasi	dalam	Birokrasi	Publik	

	 Hasil	 studi	 pustaka	 mengidentiHikasi	 bahwa	 digitalisasi	 dalambirokrasi	

publiktelah	 membawa	 perubahan	 signiHikan	 terhadap	 pola	 kerja	 internal	 instansi	

pemerintahan.	 Implementasi	 sistem	 seperti	 e-ofHice,	 tanda	 tangan	 elektronik	 (e-	

signature),	 dan	 cloud-based	 document	 management	 system	 telah	 menggantikan	

prosedur	 administrasi	 manual	 yang	 sebelumnya	 memakan	 waktu	 lama	 dan	 rawan	

tumpang	tindih	dokumen.		

Sistem	e-ofHice	memudahkan	 sirkulasi	 dokumen	antar	unit	 kerja	 secara	daring,	

termasuk	 proses	 disposisi,	 persetujuan,	 dan	 notiHikasi	 kepada	 pejabat	 terkait.	 E-	

signature	memungkinkan	dokumen	legal	ditandatangani	tanpa	harus	dicetak,	sehingga	

mempercepat	 alur	 dokumen	 dan	 mengurangi	 penggunaan	 kertas.	 Sistem	manajemen	

dokumen	digital	juga	mempermudah	pencarian,	pengarsipan,	dan	pengelolaan	dokumen	

internal,	serta	menjamin	integritas	data	karena	semua	aktivitas	tercatat	secara	digital.		
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Hasil	temuan	juga	mencatat	bahwa	birokrasi	yang	telah	mengadopsi	digitalisasi	

cenderung	 memiliki	 alur	 pelayanan	 internal	 yang	 lebih	 singkat,	 koordinasi	 antarunit	

lebih	lancar,	serta	tingkat	keakuratan	dokumen	yang	lebih	tinggi.	Namun,	belum	semua	

instansi	di	daerah	memiliki	tingkat	kesiapan	yang	sama	dalam	implementasi	teknologi	

ini.	

	
Gambar	1.	Alur	Birokrasi	Manual	vs	Digitalisasi	Birokrasi	

	

Digitalisasi	dalam	Manajemen	Publik		

	 Digitalisasi	 dalam	 manajemen	 publik	 berdampak	 langsung	 terhadap	 proses	

perencanaan,	pelaksanaan,	dan	evaluasi	program	pemerintah.	Salah	satu	temuan	utama	

menunjukkan	 bahwa	 penggunaan	 dashboard	monitoring,	 aplikasi	 real-time	 reporting,	

dan	platform	pengelolaan	proyek	mempercepat	proses	pelaporan	 serta	meningkatkan	

akurasi	data.	Dashboard	monitoring	digunakan	oleh	pimpinan	untuk	memantau	progres	

kegiatan	unit	kerja	dan	realisasi	anggaran	secara	instan,	tanpa	harus	menunggu	laporan	

berkala	 secara	 manual.	 Sistem	 pelaporan	 berbasis	 aplikasi	 juga	 mempermudah	

penyusunan	 laporan	 pertanggungjawaban	 program,	 karena	 setiap	 unit	 dapat	

mengunggah	data	dan	dokumen	pelengkap	secara	terstruktur.	Platform	ini	meningkatkan	

eHisiensi	 waktu	 pelaporan	 dan	 memperkuat	 akuntabilitas	 internal,	 karena	 semua	

aktivitas	terdokumentasi	secara	otomatis.		
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Selain	itu,	digitalisasi	manajemen	juga	mendukung	pengawasan	danevaluasi	oleh	

instansi	pengawas	seperti	inspektorat	dan	BPK.	Data	yang	terekam	di	dashboard	bersifat	

aktual	 dan	 lebih	 sulit	 dimanipulasi,	 sehingga	 meningkatkan	 kredibilitas	 pelaporan.	

Beberapa	daerah	 juga	 telah	mengintegrasikan	 aplikasi	 perencanaan,	 pelaksanaan,	 dan	

pelaporan	dalam	satu	system	terpadu.	

	

	
	

Digitalisasi	dalam	Kepemimpinan	Publik		

Digitalisasi	dalam	kepemimpinan	publik	terlihat	dari	bagaimana	para	pemimpin	

instansi,	baik	di	tingkat	daerah	maupun	pusat,	mengambil	peran	aktif	dalam	mengadopsi	

dan	mendorong	 penggunaan	 sistem	 digital	 di	 lingkungankerja.	 Temuan	menunjukkan	

bahwa	 pemimpin	 yang	 visioner	 dan	 memahami	 pentingnya	 transformasi	 digital	

cenderung	 lebih	 cepat	 mengimplementasikan	 system	 daring	 untuk	 koordinasi,	

pengambilan	keputusan,	 serta	pemantauan	kinerja	 staf.	Beberapadi	 antaranya	bahkan	

terlibat	 langsung	 dalam	pengembangan	 aplikasi	 internal	 atau	membentuk	 tim	 khusus	

transformasi	digital.		

Pemimpin	 publik	 juga	 memanfaatkan	 berbagai	 platform	 manajemen	 untuk	

mempercepat	 komunikasi	 dan	meminimalkan	hambatan	 struktural.	 Contohnya	 adalah	

penggunaan	aplikasi	 absensi	online,	pelaporan	daring,	 serta	 forum	rapat	virtual	 rutin.	

Praktik	 ini	 mengindikasikan	 bahwa	 peran	 kepemimpinan	 tidak	 hanya	 bersifat	

administratif,	 tetapi	 juga	strategis	dalam	membentuk	budaya	kerjadigital	yang	adaptif.	
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Penggunaan	 teknologi	 oleh	 pemimpin	 berperan	 penting	 dalam	 menanamkan	

kepercayaan	 kepada	 staf	 untuk	mengikuti	 proses	 perubahan.	 Ketika	 pemimpin	 secara	

konsisten	menggunakan	sistem	digital,	bawahan	pun	terdorong	untuk	menyesuaikan	diri.	

Ini	 menjadi	 bagian	 dari	 pembentukan	 budaya	 organisasi	 baru	 yang	 lebih	 responsif,	

transparan,	dan	terbuka	terhadap	inovasi.	

Digitalisasi	dalam	Pelayanan	Publik		

Pelayanan	publik	menjadi	salah	satu	aspek	yang	paling	dirasakan	langsung	oleh	

masyarakat	dalam	transformasi	digital.	Temuan	dari	studi	pustaka	menunjukkan	bahwa	

pemerintah	 di	 berbagai	 daerah	 telah	mengembangkan	 aplikasi	 berbasis	web	maupun	

mobile	 yang	 memudahkan	 masyarakat	 untuk	 mengakses	 layanan	 kependudukan,	

perizinan,	 hingga	 pengaduan.	 Dengan	 menggunakan	 smartphone	 atau	 perangkat	

komputer,	 warga	 dapat	 mengajukan	 dokumen,	 memeriksa	 status	 layanan,	 atau	

menyampaikan	keluhan	tanpa	harus	datang	langsung	ke	kantor	layanan.		

Beberapa	 aplikasi	 layanan	 publik	 bahkan	 sudah	 terintegrasi	 dengan	 system	

kecerdasan	buatan,	 seperti	 chatbot	pelayanan,	yang	bisa	menjawab	pertanyaan	umum	

secara	otomatis	24	 jam.	 Ini	 sangat	membantu	mengurangi	beban	petugas	 layanan	dan	

mempercepat	respon	awal	atas	kebutuhan	masyarakat.	Selainitu,	sistem	antrian	online	

dan	 notiHikasi	 layanan	 berbasis	 SMS/email	 juga	 telah	 digunakan	 secara	 luas	 untuk	

meningkatkan	kenyamanan	pengguna.	

Temuan	 juga	 menunjukkan	 bahwa	 keberadaan	 portal	 layanan	 satu	 pintu	

memperpendek	 alur	 birokrasi	 pelayanan,	 dengan	 berbagai	 jenis	 layanan	 yang	 dapat	

diakses	dari	satu	akun	pengguna.	Hal	ini	tidak	hanya	meningkatkan	eHisiensi,	tetapi	juga	

meningkatkan	kepuasan	masyarakat	terhadap	kualitas	pelayanan	pemerintah.	
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Gambar	2.	Contoh	Aplikasi	Pelayanan	Publik	Berbasis	Mobile	

	

Digitalisasi	dalam	Administrasi	Kepegawaian	

Digitalisasi	administrasi	kepegawaian	terlihat	dari	adopsi	system	e-recruitment,	

SIMPEG	 online,	 e-kinerja,	 dan	 e-learning.	 Temuan	 mengindikasikan	 bahwa	 sistem	 ini	

telah	 membantu	 instansi	 pemerintah	 dalam	 melakukan	 seleksi	 ASN	 secara	 daring,	

menyimpan	 riwayat	 kepegawaian	 secara	 elektronik,	 serta	 melakukan	 pemantauan	

terhadap	 produktivitas	 dan	 pengembangan	 pegawai.	 E-recruitment	 memungkinkan	

seleksi	 ASN	 dilakukan	 secara	 lebih	 transparandan	 terbuka,	 mulai	 dari	 pengunggahan	

berkas	 hingga	 pengumuman	 hasil.	 SIMPEG	 online	 mencatat	 data	 personal,	 riwayat	

jabatan,	 pendidikan,	 serta	 pelatihanASN,	 yang	 dapat	 diakses	 secara	 internal	 untuk	

keperluan	 mutasi,	 promosi,	 danevaluasi.	 Sementara	 itu,	 e-kinerja	 digunakan	 untuk	

pelaporan	kegiatan	harian,	penilaian	SKP,	dan	evaluasi	capaian	target	pegawai.	

Adapun	sistem	e-learning	ASN	menyediakan	materi	pelatihan	daring	yang	dapat	

diakses	secara	Hleksibel	oleh	seluruh	ASN.	Beberapa	daerah	telah	menggunakan	platform	

ini	untuk	menyelenggarakan	pelatihan	wajib	tanpa	harus	menghentikan	layanan	harian	

kantor.	 Dengan	 demikian,	 digitalisasi	 kepegawaiantidak	 hanya	 menyederhanakan	
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manajemen	SDM,	 tetapi	 juga	berperan	dalam	peningkatan	kualitas	dan	profesionalitas	

aparatur	negara.	

	
Digitalisasi	dan	Kinerja	Instansi	Publik	

Temuan	 menunjukkan	 bahwa	 digitalisasi	 memberi	 dampak	 langsung	 terhadap	

peningkatan	kinerja	 instansi,	 terutama	dari	sisi	 transparansi	pelaporan	dan	kecepatan	

pengambilan	 keputusan.	 Penggunaan	 dashboard	 kinerja,	 system	 monitoring	 proyek	

berbasis	digital,	dan	pelaporan	berbasis	aplikasi	membuat	pimpinan	dapat	melakukan	

evaluasi	instan	terhadap	unit	kerja,	tanpa	harus	menunggu	laporan	manual	berkala.		

Dashboard	 menampilkan	 indikator-indikator	 utama	 seperti	 progres	 program,	

target	kinerja,	serta	status	realisasi	anggaran.	Hal	ini	memudahkan	pengawasan	secara	

real-time	dan	meningkatkan	eHisiensi	evaluasi	internal.	Selain	itu,	integrasi	data	kinerja	

dengan	sistem	anggaran	dan	pelayanan	publik	menjadikan	seluruh	proses	lebih	terukur	

dan	dapat	dikoreksi	secara	cepat	jika	terdapat	penyimpangan.		

Secara	keseluruhan,	 instansi	 yang	 telah	menggunakan	 system	pelaporan	digital	

menunjukkan	produktivitas	lebih	baik	dan	tanggapan	lebih	cepat	terhadap	permasalahan	

di	 lapangan.	 Kinerja	 tidak	 lagi	 dinilai	 hanya	 dari	 jumlah	 laporan	 yang	 disusun,	 tetapi	

berdasarkan	data	konkret	yang	terekam	secara	elektronik.	
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Digitalisasi	dan	Etika	Administrasi	Publik	

Meskipun	 digitalisasi	 menawarkan	 banyak	 kemudahan,	 temuan	 menunjukkan	

bahwa	aspek	etika	administrasi	masih	menjadi	perhatian	penting	yang	belum	seluruhnya	

ditangani	 secara	 sistematis.	 Beberapa	 instansi	 belum	 memiliki	 standaroperasional	

prosedur	 (SOP)	 yang	 mengatur	 tentang	 penggunaan	 dan	 pengamanan	 data	 pribadi	

masyarakat	maupun	ASN.		

Isu	 yang	 paling	menonjol	 adalah	minimnya	 regulasi	 tentang	 privasi	 datadalam	

sistem	 pelayanan	 digital.	 Data	 kependudukan,	 catatan	 medis,	 hingga	 informasi	

kepegawaian	 rawan	disalah	 gunakan	 jika	 tidak	 diatur	 dengan	 jelas	 siapa	 yang	 berhak	

mengakses	 dan	 bagaimana	 data	 tersebut	 disimpan	 atau	 digunakan.	 Selain	 itu,	 sistem	

otomatisasi	seperti	penilaian	kinerja	digital	juga	berpotensi	menciptakan	bias	algoritmik	

jika	tidak	diawasi	oleh	manusia.		

Sebagian	 instansi	 sudah	 mulai	 menerapkan	 prinsip	 keamanan	 sistem	 dan	

menyusun	kebijakan	privasi,	namun	masih	bersifat	umumdan	belum	dibarengi	dengan	

pelatihan	etika	digital	secara	menyeluruh	bagi	ASN.	Oleh	karena	itu,	dibutuhkan	langkah	

konkrit	dari	pemerintah	untuk	membangun	sistemadministrasi	digital	yang	tidak	hanya	

eHisien,	 tetapi	 juga	menjunjung	 tinggi	prinsip-prinsipetika,	 keadilan,	dan	perlindungan	

hak	warga.	

	

Diskusi	

Bagian	 ini	 menginterpretasikan	 hasil	 penelitian	 dalam	 perspektif	 teori	 dan	

literatur	 sebelumnya,	 serta	 membahas	 implikasi,	 keterbatasan,	 dan	 rencana	 studi	

lanjutan.	Setiap	bagian	jawaban	berfokus	pada	pertanyaan	penelitian	yang	telah	diajukan.		

Penelitian	 ini	 bertujuan	 untuk	 mengkaji	 bagaimana	 peran	 digitalisasi	 dalam	

meningkatkan	efektivitas	administrasi	publik,	khususnya	pada	aspek	kebijakan	publik,	

birokrasi,	manajemen,	kepemimpinan,	pelayanan,	kepegawaian,	kinerja	organisasi,	dan	

etika.	 Temuan	 dari	 studi	 pustaka	 yang	 dilakukan	 menunjukkan	 bahwa	 digitalisasi	

berkontribusi	 signiHikan	 terhadap	 perubahan	 dalam	 sistem	 tata	 kelola	 pemerintahan	

yang	lebih	terbuka,	eHisien,	dan	terukur.	Hal	ini	selaras	dengan	berbagai	teori	terdahulu	

yang	menyatakan	bahwa	penerapan	 teknologi	digital	 dalam	administrasi	 publik	dapat	
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memperkuat	prinsip	good	governance,	yakni	akuntabilitas,	transparansi,	partisipasi,	dan	

responsivitas	(Puteri,	2024).		

Dalam	 konteks	 kebijakan	 publik,	 sistem	 seperti	 e-budgeting	 dan	 e-planning	

memberikan	ruang	 lebih	 luas	bagi	masyarakat	untuk	 ikut	serta	dalam	perumusan	dan	

pengawasan	 kebijakan	 pemerintah.	 Keterlibatan	 publik	 dalam	 perencanaan	 anggaran	

menciptakan	kondisi	yang	lebih	transparan	dan	partisipatif,	sesuai	dengan	konsep	digital	

democracy.	 Namun,	 efektivitas	 partisipasi	 ini	 sangat	 bergantung	 pada	 kesiapan	

infrastruktur	 dan	 literasi	 digital,	 terutama	 di	 daerah	 terpencil	 yangbelummerata	

jangkauan	 teknologinya	 (Tauhid	 et	 al.,	 2024).	 Hal	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 walaupun	

sistem	digital	telah	tersedia,	partisipasi	yang	bermakna	masih	menjadi	tantangan	dalam	

implementasinya.		

Digitalisasi	 birokrasi	 terbukti	 mempercepat	 proses	 administrasi	 dengan	

memanfaatkan	e-ofHice	dan	e-signature.	Temuan	 ini	sejalan	dengan	 teori	otomasi	yang	

menyatakan	bahwa	teknologi	dapat	mengurangi	beban	kerja	manual	dan	mempercepat	

siklus	dokumen	antar	unit	pemerintahan	(Susilawati	et	al.,	2024).	Namun,	belum	semua	

instansi	memiliki	kesiapan	yang	sama,	baik	dari	sisi	SDM	maupun	infrastruktur.	Beberapa	

daerah	 masih	 mengalami	 kesulitan	 dalam	 mengoperasikan	 sistem	 digital	 akibat	

kurangnya	pelatihan	atau	lemahnya	koneksi	internet.	

Dalam	 hal	 manajemen	 publik,	 dashboard	 monitoring	 dan	 pelaporanreal-time	

memberikan	 keuntungan	 dalam	 hal	 pengawasan	 dan	 pengambilan	 keputusan.	

Penggunaan	data	sebagai	dasar	pengambilan	kebijakan	membantu	meminimalkan	bias	

dan	 meningkatkan	 efektivitas	 pelaksanaan	 program.	 Beno	 et	 al	 (2022)menjelaskan	

bahwa	manajemen	 berbasis	 data	mampu	merestrukturisasi	 pola	 kerja	 birokrasi	 yang	

sebelumnya	bersifat	hierarkis	menjadi	lebih	adaptif	dan	responsif.	Meskipun	demikian,	

belum	 ada	 penelitian	 yang	 secara	 khusus	 mengukur	 dampak	 langsung	 penggunaan	

dashboard	 terhadap	 hasil	 pelayanan	 publik,	 sehinggaini	 menjadi	 peluang	 penelitian	

selanjutnya.	

Kepemimpinan	publik	menjadi	 faktor	penting	dalam	keberhasilan	 transformasi	

digital.	 Studi	 ini	menemukan	 bahwa	 keberadaan	 pemimpin	 yang	 visioner	 dan	 paham	

teknologi	menjadi	motor	penggerak	utama	perubahan.		
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Aprilina	 et	 al	 (2025)	 menekankan	 bahwa	 pemimpin	 yang	 adaptif	 terhadap	

teknologi	 mampu	 mendorong	 terciptanya	 ekosistem	 birokrasi	 digital	 yang	 produktif	

daneHisien.	 Namun	 demikian,	 studi	 ini	 belum	 secara	 rinci	 membedakan	 gaya	

kepemimpinan	 digital	 dengan	 gaya	 kepemimpinan	 konvensional,	 yang	 dapat	 menjadi	

agenda	penting	dalam	penelitian	lanjutan.		

Transformasi	digital	juga	telah	meningkatkan	kualitas	pelayananpublik,	terutama	

dalam	 hal	 aksesibilitas	 dan	 eHisiensi.	 Aplikasi	 layanan	 online,	 chatbot,	 dansistem	

pengaduan	digital	membuat	pelayanan	menjadi	lebih	cepat	dandapatdiakses	dari	mana	

saja.	Namun,	diperlukan	pendekatan	desain	berbasis	pengguna	(user-centered	design)	

agar	sistem	benar-benar	ramah	terhadap	semua	kelompok,	termasuk	masyarakat	rentan	

seperti	lansia	dan	penyandang	disabilitas	(Aprilinaetal.,	2025).	Desain	yang	tidak	inklusif	

justru	bisa	menciptakan	kesenjangan	digital	baru.		

Digitalisasi	kepegawaian	melalui	sistem	e-recruitment,	e-learning,	dane-	kinerja	

mendukung	peningkatan	akuntabilitas	dan	profesionalitas	ASN.	Afdila	&	Adnan	(2023)	

menyebutkan	bahwa	laporan	kinerja	harian	berbasis	digital	mampu	mendorong	budaya	

kerja	yang	terukur	dan	lebih	objektif.	Akan	tetapi,	efektivitas	e-learning	sebagai	media	

pengembangan	 kompetensi	 belum	 sepenuhnya	 optimal	 karena	 belum	 semua	 pegawai	

memiliki	motivasi	dan	kemampuan	belajar	mandiri	secara	daring.		

Adapun	 dari	 sisi	 organisasi,	 penerapan	 dashboard	 kinerja	 membantu	 instansi	

pemerintah	 melakukan	 evaluasi	 secara	 berkelanjutan	 dan	 berbasis	 bukti.	 Sistem	 ini	

mendukung	 prinsip	 eHisiensi	 dan	 akuntabilitas	 publik	 sebagaimana	 ditunjukkan	 oleh	

Prayitno	 (2023),	bahwa	pelaporan	berbasis	data	dapat	meningkatkan	kinerja	 lembaga	

dan	 memperkuat	 kepercayaan	 masyarakat.	 Sayangnya,	 penelitianini	 belum	 mengkaji	

bagaimana	data	tersebut	digunakan	dalam	proses	pengambilan	keputusan	politik	atau	

anggaran.	

Akhirnya,	 penelitian	 ini	 juga	 menyoroti	 pentingnya	 etika	 dalam	 digitalisasi	

administrasi	 publik.	 Meskipun	 beberapa	 instansi	 sudah	 mulai	 menerapkan	 regulasi	

privasi	 data,	 masih	 banyak	 yang	 belum	 memiliki	 SOP	 etika	 digital	 yang	 jelas.	 Risiko	

penyalahgunaan	 data	 dan	 ketidakadilan	 dalam	 sistem	 otomatisasi	 menjadi	
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perhatianutama,	 sebagaimana	 dikemukakan	 oleh	 Beno	 et	 al	 (2022)	 mengenai	 bias	

algoritmik	dalam	sektor	publik.		

Oleh	 karena	 itu,	 pelatihan	 etika	 digital	 serta	 pengawasan	 terhadap	 sistem	

kecerdasan	 buatan	 dan	 data	 publik	 sangat	 diperlukan.	 Implikasi	 dari	 penelitian	 ini	

mengarah	 pada	 pentingnya	 penguatan	 regulasi	 digital,	 pengembangan	 kapasitas	 ASN,	

serta	 penyusunan	 kebijakan	 inklusif	 yang	 menjamin	 keamanan	 dan	 keadilan	 dalam	

penggunaan	 teknologi.	 Keterbatasan	 utama	 dari	 penelitian	 ini	 adalah	 karena	 bersifat	

studi	 pustaka,	 maka	 tidak	 didasarkanpada	 data	 empiris	 lapangan.	 Oleh	 sebab	 itu,	

disarankan	 untuk	 melakukan	 penelitianlanjutan	 berbasis	 survei,	 wawancara,	 atau	

observasi	langsung	untuk	mengukur	efektivitas	implementasi	digitalisasi	di	lingkungan	

pemerintahan	yang	berbeda.	

	

Kesimpulan	

Berdasarkan	hasil	penelitian,	dapat	disimpulkan	bahwa	digitalisasi	memberikan	

dampak	 nyata	 terhadap	 peningkatan	 kualitas	 administrasi	 publikdi	 berbagai	 aspek,	

seperti	kebijakan	publik,	birokrasi,	manajemen,	kepemimpinan,	pelayanan,	kepegawaian,	

kinerja,	dan	etika	administrasi.	Penggunaan	sistemdigital	seperti	e-budgeting,	e-ofHice,	e-

kinerja,	 serta	 dashboard	 monitoring	 mendorongterciptanya	 proses	 kerja	 yang	 lebih	

eHisien,	transparan,	dan	terukur.		

Keberhasilan	digitalisasi	sangat	dipengaruhi	oleh	kesiapan	sumber	dayamanusia	

dan	 dukungan	 kepemimpinan	 yang	 visioner.	 Selain	 itu,	masih	 diperlukanupaya	 untuk	

memperkuat	 aspek	 etika	 digital,	 khususnya	 dalamperlindungandatadan	 pengawasan	

terhadap	sistem	otomatisasi.		

Oleh	karena	itu,	disarankan	agar	pemerintah	mempercepat	penyusunanregulasi	

digital	 yang	 memuat	 standar	 etika,	 perlindungan	 privasi,	 dan	 pengamanansistem	

informasi.	 Instansi	 publik	 di	 tingkat	 daerah	 juga	 perlu	 meningkatkankompetensi	

aparatur	 sipil	 negara	melalui	 pelatihan	 literasi	 digital	 secaraberkelanjutan.	 Selain	 itu,	

masyarakat	 perlu	 diberdayakan	 agar	 aktif	 memanfaatkan	 layanan	 digital	 dan	 terlibat	

dalam	pengawasan	penyelenggaraan	pelayananpubliksecara	daring.	Penelitian	lanjutan	



	
The	1st	National	Public	Administration	Student	Summit	(NPASS)	

"Innovation	for	Public	Administration	and	Public	Financial	Management"	
	 		

	

Jurusan	Administrasi	Publik	-	Fakultas	Ilmu	Sosial	Dan	Ilmu	Politik	
UIN	Sunan	Gunung	Djati	Bandung	
23	December	2025	

110 

 

berbasis	 lapangan	 sangat	 diperlukanuntukmengukur	 dampak	 digitalisasi	 terhadap	

kepuasan	pengguna	layanansertaperubahan	budaya	kerja	birokrasi.	

	

References	

Azizah,	 E.	 F.	 (2022).	 Efektivitas	 aplikasi	 Maca	 Dina	 Digital	 Library	 (CANDIL)	 dalam	

meningkatkan	 pelayanan	 perpustakaan	 di	 DISPUSIPDA	 Jawa	 Barat	 (Skripsi	

Sarjana,	 UIN	 Sunan	 Gunung	 Djati	 Bandung).	

https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/55262		

Afdila,	 A.,	 &	 Adnan,	 M.	 F.	 (2023).	 Digitalisasi	 Administrasi	 Publik	 Sebagai	

SalahSatuPerwujudan	Reformasi	Birokrasi.	Jurnal	Ilmiah	Ekotrans	&	Erudisi,	2(2),	

27–32.	https://doi.org/10.69989/4gt1t617		

Aprilina,	 V.,	 Dompak,	 T.,	 Salsabila,	 L.,	 Lodan,	 K.	 T.,	 &	 Batam,	 U.	 P.	 (2025).	 The	 Role	 Of	

Digitalization	 In	 Enhancing	 Public	 Service	 EfHiciency	 :	 Challenges	 And	

Opportunities	 In	 Managing	 Public	 Complaints	 Through	 E-	 Government	

InIndonesia.		

Diana,	M.	(2024).	How	does	 local	government	 implement	e-govern-	ment	 :	Acasestudy	

from	 Bali	 Province	 ,	 Indonesia	 Dewi	 Gartika	 Yuli	 Hapiah	 Fitri	 KinasihHusnul	

Khotimah	Gumilar.	16(16),	61–88.	https://doi.org/10.29379/jedem.v16i1.898		

Prayitno,	A.	(2023).	Technological	Innovation	in	Public	Administration	Transformation:	

Case	Study	of	e-Government	Implementation	in	Indonesia.	Journal	of	Governance,	

8(4).	https://doi.org/10.31506/jog.v8i4.23017		

Puteri,	J.	(2024).	Ilmiah	Multidisipline	2024	Madani	Jurnal	Ilmiah	Teknologi	Digital	Dalam	

Reformasi	Kebijakan	Keuangan	Publik	Ilmiah	Multidisipline	2024	Madani	Jurnal	

Ilmiah.	2(11),	508–516.		

Sepriano,	 et	 al.	 (2023).	 Transformasi	 Administrasi	 Publik	Menghadapi	 Era	 Digital.	 PT.	

Sonpedia	 Publishing	 Indonesia	 (Issue	 October).	

https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=BTjOEAAAQBAJ%5C&

oi=fnd%5C&pg=PA56%5C&dq=pelayanan+kesehatan+era+digital%5C&ots=zKl

MV9nNaC%5C&sig=EG9bmHwm5DSEMUE_lUnIHOK1q1w	 The	 1st	 National	

Public	Administration	Student		



	
The	1st	National	Public	Administration	Student	Summit	(NPASS)	

"Innovation	for	Public	Administration	and	Public	Financial	Management"	
	 		

	

Jurusan	Administrasi	Publik	-	Fakultas	Ilmu	Sosial	Dan	Ilmu	Politik	
UIN	Sunan	Gunung	Djati	Bandung	
23	December	2025	

111 

 

Sosial,	 J.	 I.,	 Jishs,	 S.,	No,	V.,	 Juni,	M.,	 Agustin,	R.,	 Vhitra,	N.,	 Adilla,	D.,	&	Dwi,	 E.	 (2025).	

Digitalisasi	Administrasi	Publik	:	Peluang	,	Tantangan	,	dan	Model	Implementasi	

dalam	Konteks	Indonesia.	3(6),	1030–1034.		

Susilawati,	Kurniawati,	Ilham,	D.,	Sunarsi,	D.,	Wahidiyat,	A.,	&	Haedar.	(2024).	Pelayanan	

Publik	 Berbasis	 Digital	 pada	 Organisasi	 Sektor	 Publik	 di	 Indonesia.	 Pralangga	

Praja,	6(1),	67–73.		

Tauhid,	K.,	Maryanah,	S.,	Zahra,	M.,	Rahmawati,	A.,	Publik,	P.	A.,	Bogor,	U.	D.,	&	Publik,	P.	

(2024).	Transformasi	Administrasi	Publik	Diera	Digital.	3,	8206–8212.	

			

	


